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TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.
Alamat : Jl Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian
Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Nama . HERMONO
Alamat : Jl. MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan 12770
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
471.13/850 A/SJ dan Nomor B.01/KA-MoU/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIHAK dalam rangka menunjang layanan penempatan dan pelindungan
kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
(NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
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